BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Implikasi pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia
berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang
jaminan Fidusia sudah dilaksanakan penerapan hukumnya, hal ini
dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung,
dimana para tersangka diputuskan bersalah dan dihukum pidana
penjara selama 3 (tiga) dan 4 (empat) bulan. Hanya saja putusan
tersebut sangat ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi
nasabah-nasabah perusahaan pembiayaan yang melakukan tindak
pidana fidusia. Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang
Fidusia, tidak mengatur ancaman hukuman pidana bagi pihak-pihak
lain ( mediator ) yang membantu pengalihan Objek Jaminan Fidusia,
maupun pihak yang menampung kendaraan yang masih dalam
proses kredit, sehingga hal ini memberikan dampak yang kurang
baik dalam sistem investasi pembiayaan yang ada di Indonesia.

2. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penerapan
Sanksi Pidana Fidusia sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 1999,
Kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia
oleh aparat kepolisian, juga kurangnya sosialisasi dilingkungan pihak
kepolisian tentang pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun
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hukuman pidana Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 yang terlalu
ringan, yaitu maksimal hanya 2 Tahun penjara, sehingga tersangka
tidak dapat ditahan dan dapat melarikan diri. Objek jaminan fidusia

yang sudah dialihkan sering sekali sulit diketahui keberadaannya.

B. Saran

1.

Pihak Kementrian Hukum dan HAM perlu lebih sering melakukan
sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, baik
kepada pihak kepolisian, penegak hukum dan masyarakat, sehingga
timbul kesadaran untuk melaksanakan ketetapan Undang-Undang
tersebut. Pihak Kreditur memberikan penjelasan yang sejelas-
jelasnya kepada Debitur tentang aturan—aturan yang ada dalam
perjanjian kredit yang telah disepakati bersama dan konsekuensi
hukum yang akan timbul apabila debitur Wanprestasi atau
melakukan tindak pidana fidusia.

Perlunya adanya revisi tentang ancaman pidana dalam Pasal 36
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dari 2 tahun
menjadi 5 tahun penjara, sehingga pelaku pengalihan Objek jaminan
Fidusiaa menjadi jera dan mengurangi Debitur yang berniat
mengalihkan Jaminan Fidusia karena diancam hukuman yang cukup

berat.
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